BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indonesia adalah negara demokrasi. Sistem demokrasi yang dianut oleh
negara Indonesia ialah demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai pancasila.
Demokrasi pancasila berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam
pancasila. Landasan fundamental dalam sistem demokrasi pancasila adalah
kesejahteraan dan kedaulatan rakyat. Prinsip tersebut menekankan bahwa
kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Karena itu, dalam penyelenggaraan
kekuasaan kepentingan rakyat haruslah diutamakan. Mengutamakan kepentingan
rakyat merupakan tujuan dasar dari negara yang berlandaskan pada demokrasi.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia dalam sistem penyelenggaraan
kekuasaannya menerapkan konsep trias politika (pembagian kekuasaan) negara ke
dalam tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga lembaga
kekuasaan ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, tetapi saling
berkoordinasi satu sama lain supaya terjadi kontrol dan keseimbangan di antara
ketiga lembaga kekuasaan tersebut. Mekanisme pembagian kekuasaan (division of
power) ini di Indonesia telah diatur dalam UUD Tahun 1945.

Tujuan utama pembagian kekuasaan (division of power) negara di Indonesia
ke dalam tiga lembaga adalah untuk menghindari kekuasaan absolut yang berujung
pada penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi, dalam
praktiknya masih saja terjadi tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of
power). Lingkaran kekuasaan dari ketiga lembaga negara (legislatif, eksekutif dan
yudikatif) tersebutlah yang selalu menjadi lokus terjadinya tindakan
penyalahgunaan kekuasaan. Inilah realitas yang tidak bisa dimungkiri di Indonesia,
dimana ada oknum-oknum pejabat publik tertentu yang menggunakan

kekuasaannya tidak sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Mereka itu dapat diklaim
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sebagai oknum-oknum pejabat yang tidak patriotik. Banyak keputusan, kebijakan
dan tindakan mereka yang cenderung mengabaikan kepentingan negara dan
masyarakat umum demi kepentingan pribadi kelompok dan golongannya saja.

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan merupakan salah satu problem yang
sangat kronis dan bahkan tidak pernah usai di Indonesia. Dalam beberapa dekade
terakhir ini kita kerap kali melihat dan mendengar ada oknum-oknum pejabat publik
tanah air yang terjerat kasus tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Beragam bentuk
kasus tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang mereka lakukan antara lain adalah
korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan manipulasi hukum. Kasus-kasus tindakan
penyalahgunaan kekuasaan seperti ini tentunya sangat berpengaruh terhadap
stabilitas dan kesejahteraan bangsa dan masyarakat.

Maraknya tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia disebabkan
oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kekuasaan
yang tidak bisa dikendalikan, lemahnya penegakan hukum dan buruknya integritas
para pejabat. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan dari tindakan
penyalahgunaan kekuasaan para pejabat publik tanah air adalah buruknya kualitas
pelayanan publik, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan
ketidakadilan sosial. Berhadapan dengan realitas ini, maka perlu adanya upaya
preventif untuk meminimalisasi maraknya tindakan penyalahgunaan kekuasaan di

Indonesia ini.

Etika publik adalah salah satu upaya yang berperan penting untuk
meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan para pejabat publik di
Indonesia. Etika publik bukan hanya sekedar teori yang mengajarkan tentang
standar dan norma dalam pelayanan publik, tetapi lebih dari itu etika publik
merupakan pedoman moral bagi para pejabat publik. Etika publik sangat penting
untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan yang bersih, dan bebas dari
berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, etika publik juga
akan mendorong para pejabat publik untuk selalu memperjuangkan kepentingan

publik dalam setiap keputusan, kebijakan dan tindakan yang mereka ambil. Para
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pejabat publik yang memegang kekuasaan mestinya selalu memperhatikan etika
publik dalam penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pelayan
publik. Etika publik dapat memastikan para pejabat agar menggunakan kekuasaan
dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan publik dari
kepentingan personal.

Ada beberapa peran etika publik dalam meminimalisasi tindakan
penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Pertama, menjamin efektivitas pelayanan
publik.  Efektivitas pelayanan publik dapat meminimalisasi tindakan
penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik melalui penyusunan standar pelayanan
publik dan penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik. Kedua, meningkatkan
integritas pejabat publik. Integritas pejabat publik sangat penting dalam
penyelenggaraan kekuasaan. Para pejabat publik yang berintegritas adalah para
pejabat yang selalu bertindak jujur, adil, penuh tanggungjawab dan tidak
diskriminatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Meningkatkan
integritas pejabat publik sangat diperlukan supaya meminimalisasi tindakan
penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memberikan pelatihan etika dan
mengembangkan kode etik. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Transparansi dan akuntabilitas ini merupakan dua prinsip etika publik yang sangat
berperan penting dalam meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan
melalui pemanfaatan e-government dan partisipasi publik. Beberapa peran etika
publik ini mestinya selalu diperhatikan oleh para pejabat publik dalam
penyelenggaraan kekuasaan agar meminimalisasi berbagai bentuk tindakan

penyalahgunaan kekuasaan.

5.2 Usul-Saran

Pada hakikatnya tulisan ini merupakan wujud keprihatinan sekaligus
sebagai sebuah sumbangan dari penulis dalam upaya untuk meminimalisasi
tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Penulis melihat bahwa fenomena
tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia telah menjadi problem krusial
yang berdampak sangat buruk bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan

bermasyarakat. Masyarakat kerap kali diperlakukan secara tidak adil dalam setiap
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keputusan, kebijakan dan tindakan yang di ambil oleh para pejabat publik tanah air.
Karena itu, tulisan ini layak dibaca oleh siapa saja yang memiliki keprihatinan yang

sama dengan penulis terhadap problem penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia.

Berdasarkan fenomena ini, maka kerja sama dari semua pihak sangat
dibutuhkan. Dalam konteks ini, penulis menawarkan suatu solusi alternatif baru
yang membantu untuk meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang
etika publik. Berkaitan dengan ini, maka penulis mengusulkan saran terhadap
beberapa pihak yang hemat penulis memiliki andil besar dalam upaya

meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut:

Pertama, penguasa atau pejabat publik. Pejabat publik sebagai subjek yang
memiliki kekuasaan dan wewenang mestinya mampu menyelenggarakan
kekuasaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Para pejabat publik mesti
sadar bahwa kekuasaan atau jabatan yang mereka miliki merupakan semata-mata
atas dasar mandat rakyat. Rakyat memberikan kekuasaan supaya mereka dapat
melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat umum. Berbagai bentuk
keputusan, kebijakan dan tindakan yang diambil mestinya untuk memperjuangkan
kepentingan publik. Memperjuangkan kepentingan publik merupakan kewajiban
mutlak dan tidak bisa dinegosiasi oleh para pejabat publik dalam penyelenggaraan
kekuasaan. Dalam merealisasikan hal ini, para pejabat publik juga harus selalu
memperhatikan etika publik sebagai landasan dasar dalam memberikan layanan
publik.

Kedua, pers. Pers juga memiliki kewajiban dalam upaya meminimalisasi
tindakan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia. Di Indonesia, kewajiban pers ini
telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa
fungsi pers ialah untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk tindakan
penyalahgunaan kekuasaan. Pers harus getol dalam melawan berbagai tindakan
yang menyimpang dari para pejabat publik seperti penyalahgunaan kekuasaan. Pers
tidak boleh diam ketika terjadi penyimpangan dalam berbagai keputusan, kebijakan

dan tindakan yang di ambil oleh para pejabat publik. Akan tetapi, semuanya ini
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hanya bisa direalisasikan apabila pers bekerja secara profesional (selalu
memperhatikan etika pers).

Ketiga, masyarakat. Selain pejabat publik dan pers, masyarakat juga
memiliki kewajiban untuk meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan.
Masyarakat diharapkan untuk selalu mengontrol dan menilai berbagi keputusan,
kebijakan dan tindakan yang diutarakan oleh para pejabat publik. Dalam hal ini,
masyarakat dituntut untuk selalu bersikap kritis terhadap praktik penyelenggaraan
kekuasaan para pejabat publik. Sikap kritis dari masyarakat akan memastikan untuk
meminimalisasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat publik
sebagai pelayan publik.
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